





1.1 Latar Belakang 
Reformasi di bidang keuangan negara bertujuan untuk mencapai 
keberhasilan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan negara maupun daerah 
di Indonesia termasuk ke dalam  reformasi keuangan yang dewasa ini telah 
mengalami banyak perubahan, revisi dan penyempurnaan. Beberapa 
peraturan terkait dengan implementasi otonomi daerah yang telah dikelurkan 
adalah paket undang-undang tentang keuangan negara yakni Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara.  
Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan tersebut 
berbagai aturan pelaksanaan mengenai keuangan negara juga telah dibuat 
dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan perundangan yang 
diamanatkan oleh undang-undang terdahulu seperti Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
merupakan SAP pertama yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 





Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok 
pengguna. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 
pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, 
sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami 
oleh pembaca laporan.  
Dengan kata lain bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan 
keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dari 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 
masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Perkembangan opini 
BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 
anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada  tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung 
Tahun Anggaran 2012-2016 
 
No Tahun LKPD Opini BPK RI 
(1) (2) (3) 
1. Tahun Anggaran 2012 Wajar Dengan Pengecualian 
2. Tahun Anggaran 2013 Wajar Dengan Pengecualian 





  Pindahan 
No Tahun LKPD Opini BPK RI 
(1) (2) (3) 
3. Tahun Anggaran 2014 Wajar Dengan Pengecualian 
4. Tahun Anggaran 2015 Wajar Dengan Pengecualian 
5. Tahun Anggaran 2016 Wajar Dengan Pengecualian 
Sumber: bandung.bpk.go.id (Data diolah peneliti, 2018) 
 
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memiliki arti pernyataan atau 
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 
entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. 
Target Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari BPK belum dapat tercapai tahun ini. Dari pemeriksaan BPK, 
hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 
Kota Bandung kembali mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
“Hasil pemeriksaan kami untuk laporan keuangan Pemkot Bandung tahun 
2016 kami masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Ada beberapa hal yang kami nilai masih cukup material untuk kami jadikan 
sebagai pengecualian dalam opini BPK,” ujar Arman kepada wartawan. 
Menurut Arman salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah 





juga masalah yang belum bisa diselesaikan Pemkot Bandung seperti terkait 
piutang pajak, persediaan utang jangka pendek. 
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui jika masih ada warisan 
masalah-masalah aset yang harus dituntaskan. Selain persoalan aset, faktor 
piutang pajak juga masih menjadi beban pemerintah kota. Utamanya karena 
ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum 
menuntaskan kewajibannya. (Sumber: Dian Rosadi, merdeka.com, Kota 
Bandung Kembali Mendapat Opini WDP dari BPK, diakses pada hari 
Senin tanggal 19 Februari 2018 pukul 12:44 melalui web 
https://www.merdeka.com/peristiwa/kota-bandung-kembali-mendapat-opini-
wdp-dari-bpk.html). 
Kemudian permasalahan lain juga dapat dilihat dari kinerja anggaran pada 
realisasi pendapatan dan belanja Kota Bandung tahun anggaran 2012-2016 
yang tercermin dalam rasio keuangan daerah bahwa realisasi belum mencapai 
target yang telah ditetapkan.  
Tabel 1.2 
Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kota Bandung 




(Dalam ribuan Rp) 
Realisasi 
(Dalam  ribuan Rp) 
% 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2012 3.609.909.735 3.666.693.409 101,57 
2 2013 4.349.877.954 4.332.088.946 99,59 
3 2014 5.302.471.398 4.953.940.629 93,43 





   Pindahan 
No Tahun 
Target 
(Dalam ribuan Rp) 
Realisasi 
(Dalam  ribuan Rp) 
% 
(1) (2) (3) (4) (5) 
4 2015 5.455.361.616 5.098.071.916 93,45 
5 2016 6.684.129.617 5.685.213.859 85,06 
Sumber: Buku Profil BPKA Kota Bandung, 2018 
 
Grafik 1.1 
Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kota Bandung 
Tahun Anggaran 2012-2016 
 
 
Sumber: Buku Profil BPKA Kota Bandung, 2018 
 
Berdasarkan tabel 1.2 dan grafik 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan 
pada APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 menunjukan bahwa 
secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan 
daerah Kota Bandung, bila dilihat dari rasio efektifitas secara umum dapat 
dinyatakan realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tidak mencapai target 
yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali pada tahun 2012 mencapai target 
dengan realisasi 101,57%. Pencapaian target pendapatan setelah tahun 2012 





99,59%, tahun 2014 turun kembali menjadi 93,43%, tahun 2015 naik tipis 
meski tidak signifikan menjadi 94,45%, dan tahun 2016 turun kembali 
menjadi 85,06%. Kemudian dapat dilihat dari grafik yang berwarna biru 
merupakan target anggaran pendapatan yang masih tinggi dibanding grafik 
berwarna orange yang merupakan realisasinya, bahwa rasio efektifitas 
pendapatan Kota Bandung realisasinya belum bisa mencapai target yang telah 
ditetapkan selama 5 periode berturut-turut. 
Tabel 1.3 
Anggaran dan Realisasi Belanja pada APBD Kota Bandung 




(Dalam ribuan Rp) 
Realisasi 
(Dalam ribuan Rp) 
% 
1 2012 3.864.669.570 3.490.035.513 90,31 
2 2013 4.755.244.946 4.027.469.180 99,59 
3 2014 5.717.545.328 4.435.589.826 77,58 
4 2015 6.553.368.797 5.201.938.207 79,38 
5 2016 7.360.848.469 5.830.474.561 79,21 





















Anggaran dan Realisasi Belanja pada APBD Kota Bandung 
Tahun Anggaran 2012-2016 
 
 
Sumber: Buku Profil BPKA Kota Bandunng, 2018 
 
Berdasarkan tabel 1.3 dan grafik 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja pada 
APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2012-2016 secara umum dapat 
dikatakan bahwa kinerja penyerapan belanja daerah tergolong rendah dan 
mengalami fluktuasi. Realisasi belanja pada tahun 2012 tercatat sebesar 
90,31%, tahun 2013 meningkat menjadi 99,57%, tahun 2014 turun cukup 
signifikan menjadi 77,58%, tahun 2015 sebesar 79,38%, dan tahun 2016 
sebesar 79,21%. Kemudian dapat dilihat dari grafik yang berwarna orange 
merupakan realisasi belanja yang berada dibawah grafik berwarna biru yaitu 
target belanja menandakan bahwa realisasi belanja Kota Bandung Tahun 
2012-2016 tergolong rendah karena tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan.  
Selain peran dari pemerintah daerah sebagai entitas pelapor yang membuat 





laporan keuangan baik itu masyarakat maupun pemangku kepentingan 
lainnya juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk ikut 
berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang 
telah disajikan. Salah satunya dengan melakukan analisis rasio keuangan 
pemerintah daerah. Tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami 
laporan tersebut dengan baik dan tidak dapat menghitung rasio keuangan 
yang merupakan alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah 
daerahnya. 
Setiap kepala pemerintahan pasti mengupayakan pencapaian laporan 
keuangan yang berkualitas. Suatu daerah dapat dikatakan telah mandiri dalam 
pembangunan daerahnya apabila suatu daerah tersebut tidak lagi bergantung 
kepada dana pemerintah pusat baik dari penerimaan pajak penghasilan 
perseorangan, pajak bumi dan bangunan, dana alokasi umum (DAU) ataupun 
dana alokasi khusus (DAK). Sehingga dana yang digunakan untuk 
pembangunan daerahnya hanya bersumber dari pendapatan asli daerah 
(PAD), baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun melalui 
pendapatan lainnya. Untuk dapat mengetahui apakah sutau daerah mengalami 
peningkatan atau penurunan dalam penerimaan dana dari pemerintah pusat 
maka dapat dilihat dari realisasi anggarannya.  
Sehingga penting diuji kembali kualitas laporan pada Pemerintah Kota 
Bandung. Dengan adanya persentase tersebut maka peneliti ingin mengetahui 
kinerja keuangan daerah Kota Bandung periode 2014-2016. Salah satu alat 





keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan 
terhadap laporan keuangan yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil 
analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam: 
(Abdul Halim, 2013: L-2) 
1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 
penyelenggaraan otonomi daerah, dengan menghitung rasio kemadirian. 
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 
daerah, dengan cara menghitung rasio efektivitas dan efisiensi PAD. 
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 
membelanjakan pendapatan daerahnya, dengan cara menghitug rasio 
aktivitas. 
4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan 
pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu, dengan cara 
menghitung rasio pertumbuhan. 
Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara 
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode terhadap periode-
periode selanjutnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan 
yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan ini diharapkan dapat menjadi suatu 
alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya 
meningkatkan perkembangan perekonomian suatu daerah. Dengan 
berdasarkan pada laporan keuangan yang telah disajikan maka peneliti 
tertarik untuk meneliti, dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Pemerintah 





1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan berbagai permasalahan di bidang keuangan pemerintah 
daerah khususnya pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandung 
tahun anggaran 2014-2016, maka identifikasi masalah pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Laporan keuangan pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2014-2016 
berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian) berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK; 
2. Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan 
daerah Kota Bandung dilihat dari realisasi pendapatan daerah secara 
umum tidak mencapai target yang dianggarkan; 
3. Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung yang tergolong 
rendah, dan tidak mencapai target.  
 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun secara 
spesifik kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Seberapa besar tingkat kemandirian kinerja keuangan Pemerintah Kota 
Bandung pada tahun anggaran 2014-2016? 
2. Seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan 
Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2014-2016? 
3. Seberapa besar tingkat aktivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota 





4. Seberapa besar tingkat pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Kota 
Bandung pada tahun anggaran 2014-2016? 
 
1.4 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji teori yang 
digunakan oleh peneliti dalam melakukan Analisis Rasio Keuangan 
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014-2016, sehingga dapat 
diketahui: 
1. Tingkat kemandirian dan pola hubungan daerah dengan pusat; 
2. Rasio mana saja yang realisasinya sudah mencapai target dan yang belum 
mencapai target; 
3. Mengetahui tingkat aktivitas belanja rutin dan belanja modal;  
4. Mengetahui perkembangan laporan keuangan Kota Bandung Tahun 
Anggaran 2014-2016.  
Sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 
Rasio Keuangan Pemerintah Kota Bandung, peneliti dapat memberikan saran 
bagi Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan 
Pemerintah Kota Bandung untuk periode yang akan datang. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian  
1.5.1 Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis kegunaan penelitian ini untuk menguji teori tentang 





melakukan penelitiannya. Rasio keuangan tersebut terdiri dari Rasio 
Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas dan 
Rasio Pertumbuhan. 
1.5.2 Kegunaan Praktis 
1. Bagi Entitas Pelapor 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran 
sejauhmana tingkat kinerja Pemerintah Kota Bandung dari waktu 
ke waktu selama periode 3 tahun, sehingga pemerintah dapat 
menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar tetap 
terpacu untuk meningkatkan kualitas kerjanya untuk periode 
selanjutnya. 
2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 
transparan kepada masyarakat mengenai laporan 
pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Kota 
Bandung. 
3. Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur dan 
menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 
Akuntansi Sektor Publik. 
4. Bagi Penulis 
Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang 





pertanggungjawaban keuangan sehingga peneliti dapat 
mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam 
mengelola keuangan daerahnya dari tahun ke tahun, dan peneliti 
juga dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikannya sebagai 
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1). 
 
1.6 Kerangka Pemikiran 
Konsep teori yang peneliti gunakan adalah konsep segitiga terbalik. 
Konsep ini dimulai dari Grand Theory yaitu Administrasi Publik, Middle 
Theory yaitu Administrasi Keuangan, dan Operasional Theory yaitu Rasio 
Keuangan. Skema konsep teori tersebut dapat digambarkan oleh peneliti 
sebagai berikut: 
Gambar 1.1 
Skema Kerangka Pemikiran 
 
 












1.6.1 Administrasi Publik 
Chandler dan Plano dalam Pasolong, (2013: 7), mendefinisikan 
administrasi publik adalah sebagai berikut: 
 “Administrasi publik adalah seni dan ilmu (art and science) yang 
ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan 
berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi sebagai ilmu 
bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-
perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia, dan 
keuangan.” 
 
Administrasi publik dapat mendukung terwujudnya tujuan 
reformasi, yaitu membangun sistem yang dapat mewujudkan cita-cita 
kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia, meliputi: 
1. Bidang politik antara lain tercermin dalam demokrasi dan hak 
azasi manusia, 
2. Bidang ekonomi antara lain tercermin dalam kemajuan, 
kemandirian, dan pemerataan kegiatan dan hasil pembangunan. 
(Sedarmayanti, 2013: 33) 
Berangkat dari tujuan administrasi diatas pada poin (b) bahwa 
administrasi publik juga memiliki tujuan penting dalam bidang 
ekonomi dalam hal kemajuan, kemandirian dan pemerataan kegiatan 
dan hasil pembangunan yang akan berkaitan dengan administasi 
keuangan. 
1.6.2 Administrasi Keuangan 
Menurut Syamsi dalam Sahya Anggara (2016: 26) Administrasi 





“Administrasi keuangan negara merupakan kegiatan penataan kerja 
sama sekelompok aparat pemerintah yang berkaitan dengan urusan 
keuangan. Pengadministrasian tersebut harus mendasarkan hukum 
yang berlaku di negara atau pemerintah yang bersangkutan di 
bidang keuangan.” 
 
Beberapa objek dari administrasi keuangan adalah keuangan 
negara, keuangan daerah, dan laporan keuangan. Pemerintah daerah 
sebagai pihak yang menjalankan administrasi dibidang keuangan juga 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 
daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah telah berhasil menjalankan 
tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu instrumennya adalah 
dengan melakukan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. 
 
1.6.3 Rasio Keuangan  
Rasio keuangan menurut M. Ramli Faud (2014: 137) sebagai 
berikut: 
“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-
angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi 
satuan angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan 
antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan 
keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan 
keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa 
angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.” 
 
 
Analisis rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai tolak ukur 
untuk dalam kinerja keuangan pemerintah daerah seperti: (Abdul 
Halim, 2013: L-2) 
1) Menilai kemandirian keuangan daerah; 





3) Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah daerah dalam 
membelanjakan pendapatan daerah; 
4) Melihat pertumbuhan dan perkembangan kinerja keuangan 
pemerintah daerah dari tahun ke tahun. 
Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah untuk menguji teori M. 
Ramli Faud mengenai Rasio Keuangan Pemerintah Daerah khsunya 
Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2014-2016 karena dari 
sudut pandang peneliti sebagai administrator penelitian ini dirasa 
penting dan harus dilakukan. Sebagai pelayan publik yang perlu 
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengetahui 




 Sumber: Peneliti, 2018 
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